DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TEMUKAN ANGGARAN SILUMAN DI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BANGGAI KEPULAUAN 
BANGKEP – DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menemukan adanya anggaran siluman dalam tubuh APBD 2014. Pada rapat paripurna DPRD Bangkep belum lama ini, Fraksi PAN Kerakyatan menyentil adanya anggaran siluman di DPA beberapa SKPD.
Ketua Fraksi PAN Kerakyatan, Ronald Gulla ST, menyebutkan anggaran siluman di tubuh APBD Bangkep tersebut berkisar Rp10 Miliar lebih. ”Ada pagunya yang naik da nada pagunya yang turun,” jelas Ronald.

Ronald meyebutkan, SKPD besar yang berani merubah anggaran yaitu Bappeda bertambah Rp3 Miliar lebih dari hasil pembahasan yang semestinya dalam RKA yaitu Rp5 Miliar lebih, naik menjadi Rp8 Miliar lebih.

Dinas Perhubungan bertambah Rp1,4 miliar lebih, Sekretariat Daerah bertambah Rp2,3 miliar lebih, BPMPD bertambah Rp1 Miliar lebih, DKP3 bertambah Rp1,1 Miliar lebih, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertambah Rp1,2 miliar serta Dinas Perikanan bertambah Rp1,3 Miliar lebih, dari hasil pembahasan pansus serta ada beberapa SKPD yang berkurang di atas Rp1 Miliar dari hasil pembahasan pansus.
Ronald menyebutkan, secara keseluruhan telah terjadi penyimpangan APBD Banggai Kepulauan tahun anggaran 2014 yang tidak lagi sesuai dengan hasil pembahasan pansus dan juga hasil asistensi Gubernur. “Ini bukan lagi pergeseran, tetapi perpindahan anggaran dari SKPD-SKPD,” jelas Ronald.
Atas temuan ini, Ronald menyebutkan, DPRD Bangkep secara kelembagaan akan menggunakan haknya melalui interpelasi dan kemudian jika tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diterima, maka DPRD akan memakzulkan kepala daerah, dalam hal ini Bupati Banggai Kepulauan. “Maka dari awal, DPRD akan menggunakan jalur haknya yaitu interpelasi atas tanggapan pemerintah terhadap maksud dari penyelewengan anggaran ini. Apakah pemerintah daerah masih menghargai DPRD? Jika jawaban yang kami terima bisa disimpulkan tidak, maka otomatis DPRD akan menempuh pemakzulan terhadap kepala daerah,” jelas Ronald.

Ronald mengatakan, DPRD sangat menghargai hubungan baik antara eksekutif dan legislatif baik dalam setiap pembahasan anggaran maupun pengawasan jalannya pemerintahan. Namun praktiknya, eksekutif kerap melakukan penyelewengan, baik itu pembiaran masalah proyek yang amburadul, bahkan hingga berani menyelewengkan APBD.
Ronald mengatakan, terkait dengan proses penetapan perda APBD bahwa hasil asistensi yang seharusnya dibahas dan diperbaiki bersama dengan DPRD tidak dilakukan oleh eksekutif, bahkan terkesan sangat tertutup. Pansus DPRD yang telah bekerja dan menyempurnakan Raperda APBD tahun anggaran 2014 justru telah dikelabui.

Persetujuan penetapan APBD 2014 yang jelas sekali tertuang dalam Persetujuan bersama Bupati dan Pimpinan DPRD bahwa hasil notulen pansus maupun hasil asistensi merupakan bagian tak terpisahkan dari Perda APBD tahun Anggaran 2014, justru dilanggar oleh eksekutif dengan merubah apa yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD. “Apa yang dibahas justru tidak dilaksanakan oleh eksekutif,” jelas Ronald.
Ronald mengatakan, hasil rapat Komisi III DPRD Bangkep dengan empat SKPD di bulan Mei 2014 yang mempertanyakan hal ini, justru mendapati tiga dari empat SKPD merubah sebagian programnya dan tidak sesuai dengan hasil pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD. “Untuk apalagi DPRD, jika eksekutif melanggar kesepakatan bersama dan mengubah hasil keputusan paripurna tanpa persetujuan DPRD. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama, pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan lainnya serta pembohongan publik yang luar biasa berani,” jelas Ronald.
Ronald mengatakan, DPRD secara kelembagaan tersinggung. “Sejak Bangkep berdiri belum pernah terjadi kejadian seperti ini, hal ini harus diusut tuntas, dilaporkan ke BPK, Gubernur dan Kemendagri serta jika perlu ditembuskan ke Mahkamah Agung, karena pelanggaran terhadap proses APBD adalah hal yang sangat serius dan harus ditindaklanjuti ke tingkat selanjutnya,” jelasnya.
Selain itu, hasil konsultasi DPRD khususnya Komisi III DPRD Bangkep ke provinsi, Kemendagri dan Kemenkeu juga mendapatkan rekomendasi yang sama, diantaranya penyimpangan terhadap APBD tidak boleh dilakukan, apalagi dilaksanakan.
Sumber Berita:

Mercusuar, 26 Agustus 2014

i Anggaran, pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

ii APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).
ii RKA - SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya (Pasal 1 Angka 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).
